






1. :S 250.000 2% 

2. > 250.000 - 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 1.000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

A. PENDASARAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENUNDA

ATAU MENGENYAMPINGKAN KEBERLAKUAN OBJECTUM LITIS

(AMBANG BATAS) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 158 AYAT

(2) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 JUNCTO

KETENTUAN PASAL 2 PMK NOMOR 3/ 2024.

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai

Kartanegara dengan jumlah penduduk 756. 788 (tujuh ratus lima puluh enam

ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) jiwa berdasarkan data Badan Pusat

Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 14 November 2024.

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak

adalah sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara ta hap akhir

yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Bahwa sekalipun demikian dalam Permohonan a quo, Pemohon tidak

mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana

termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tertanggal 6 Desember

2024 tetapi terutama juga mempersoalkan ketidakabsahan (ilegalitas) dan sifat

melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Ors. Edi

Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagaimana termaktub dalam

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22

September 2024.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal

23 September 2024.

5. Bahwa argumentasi di atas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan
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H. Rendi Solihin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada akhirnya

menentukan juga hasil akhir perolehan suara yang terdistribusi pada tiga

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

9. Bahwa dengan kata lain, kalau saja Termohon tidak meloloskan dan

menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si.

dan H. Rendi Solihin dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai

Kartanegara maka hasil perolehan akhir suara tidak sama dengan hasil

pemilihan yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana termaktub dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai

Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024.

10. Bahwa uraian lebih lanjut dari ilega/itas dan sifat melawan hukum dari

Keputusan Termohon yang meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon

Nomor urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara akan dibentangkan lebih

detail dalam Pokok Permohonan Pemohon a quo.

11. Bahwa atas uraian di atas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan

Pemohon a quo merupakan kasus spesifik (specific case) atau kasus konkret

(concrete case) atau kasus sulit/keras (hard case) sehingga Objectum Litis

(Ambang Batas) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 Juncto Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dapat

dikesampingkan/ditunda keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa pengenyampingan ataupun penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2)

huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 PMK Nomor 3/2024,

untuk selanjutnya diperiksa bersama dalam pokok perkara, dalam pandangan

Pemohon bisa ditempuh Mahkamah sepanjang Pemohon bisa menjelaskan

kaitannya dengan perselisihan suara dan dapat dibuktikan dalam pokok

perkara.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat menunda

keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Juncto Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan

menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan

memutus Permohonan Pemohon.

14. Bahwa pandangan Pemohon di atas didasarkan pada sikap Mahkamah
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Konstitusi yang telah dinyatakan dalam setidaknya 5 Putusan Mahkamah 

Konstitusi dimana di dalam ke-lima putusan tersebut Mahkamah memutuskan 

mengenyampingkan objectum litis (ambang batas) atau selisih suara karena 

adanya cacat formil/prosedur dimana Calon tidak memenuhi syarat pencalonan 

yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Calon Bupati yang adalah 

terpidana korupsi dengan ancaman hukumannya di atas lima tahun, 

meloloskan Calon Bupati yang bahkan masih menjalani masa hukuman 

(penjara), serta meloloskan calon Bupati yang merupakan warga negara asing 

(Amerika Serikat), dan cacat formil lainnya yang terkait dengan penetapan DPT 

yang tidak logis, serta penerapan pencoblosan yang tidak langsung, yakni : 

i. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021

(Kabupaten NABIRE) dimana dalam perkara a quo dalam amar putusannya

Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili, 

Dalam Eksepsi 
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan

Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabu/kanpermohonanPemohonuntuksebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Oaftar
Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara
yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan
langsung, adalah tidak sah;

3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor
54/PL02. 6- Kpt/9104/KPU Kab/XI 112020 tentang Penetapan Rekapitulasi
hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Oesember 2020;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemi/ihan Umum Kabupaten Nabire untuk
melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar
Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang
dengan menggunakan sistem pencoblosan /angsung. Untuk selanjutnya
hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan a/eh Termohon dan
diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,
tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan pemungutan suara u/ang dimaksud dilaksanakan paling
lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
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Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar 
putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sete/ah penetapan hasil rekapitulasi 
hasil pemungutan suara ulang; 

8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk
melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Yalimo dalam rangka pe/aksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil
pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja setelah penetapan hasil rekapitu/asi hasil pemungutan suara ulang;

9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta
jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian
Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses
pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan
kewenangannya;

10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

15. Bahwa Pemohon selanjutnya mengingatkan bahwa semua putusan Mahkamah

Konstitusi berlaku seketika sebagai Undang-Undang (erga omnes) sejak

dibacakan sehingga Mahkamah Konstitusi dan semua Lembaga

negara/pemerintah, termasuk KPU dan KPUD serta warga negara wajib taat

dan tunduk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

16. Dalam konteks seperti ini Mahkamah perlu menjaga kehormatan dan

kewibawaannya, menghargai, membela putusannya, serta setia dan terikat

pada putusannya yang telah mengenyampingkan dan menunda keberlakuan

Objectum Litis (ambang batas) atau selisih perolehan hasil suara (stare decicis

doctrine; case law doctrine, precedent law doctrine; yurisprudensi).

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat

mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c

Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 2016 Jo Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam

permohanan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

B. PENDASARAN TEORITIS, ASAS, DAN NORMA HUKUM LAINNYA

TERKAIT PENGENYAMPINGAN ATAU PENUNDAAN KEBERLAKUAN

'OBJECTUM LITIS' (AMBANG BATAS) DALAM PERMOHONAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (SUARA).

18. Selain Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengenyampingkan

keberlakuan Objectum litis (Ambang Batas), dalam Permohonan Pemohon a

quo, yang dikategorikan sebagai kasus spesifik atau kasus konkrit atau concrete

case selanjutnya teori, asas, dan norma hukum dibawah ini dapat diterapkan.
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disampaikan oleh Justice Oliver Wendel Holmes bahwa "The life of the law has 

not been logic: it has been experience." atau hidupnya hukum bukan karena 

logika tetapi pengalaman (0.W. HOLMES, The: COMMON LAW1 (1881) in Hans 

A. Linde, 1976. 'Due Process of Lawmaking; Nebraska Law Review 55 (2), p.

197).

24. Bahwa selain pendapat Para Ahli dan teori-teori di atas, pengenyampingan

objectum litis dapat didasarkan juga pada asas (maxim) !us Curia Novit/Curia

Novit Jus, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum

sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus

diterapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut

hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto.

25. Bahwa asas lain yang dapat diterapkan adalah Prinsip (asas) atau maxim

nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria, dimana "tidak

seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang

dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan

dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan MK Nomor

45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130).

26. Bahwa selanjutnya pintu masuk norma hukum yang perlu dipertimbangkan

untuk mengenyampingkan Objectum Litis (Ambang Batas) dalam perkara

perselisihan hasil suara ialah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa

'Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya' dan Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menyatakan bahwa 'Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti,

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah

Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan

Pemohon yakni perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
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Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan 

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil 

penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. c. 

Kabupaten/Kota dengan Jumlah penduduk lebih dari 500. 000 (lima ratus 

ribu) Jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu Juta) Jiwa, pengajuan 

perselisihan perolehan suara dilakukan Jika terdapat perbedaan paling 

banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan 

suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota''. 

Namun, jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

3 Tahun 2024 PMK Nomor 3/2024 yang tidak mencantumkan lagi secara rigid 

mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan 

Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki 

kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk 

menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016. 

33. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati

Perbedaan Perolehan Suara 

Berdasarkan Penetapan Perolehan 

No Jumlah Penduduk Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP 

Ka bu paten/Kota 

1. ::::; 250.000 2% 

2. > 250.000 - 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 10/o 

1.000.000 

4. > 1.000.000 0,5% 

34. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai

Kartanegara dengan jumlah penduduk 756.788 jiwa. Berdasarkan jumlah

tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan

IHZA {) IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE 
16 

Jakarta: District 8 SCBD - Prosperity Tower Lt. 19 F. JI. Senopat1 Dalam No. 8 B. Jakarta 12190 - Indonesia I Phone: (+62 21) 5011 2006 

Bali: Nakula Square - JI. Nakula No. 99x-Sem1nyak Kuta. Badung. Bali 80361 - Indonesia I Phone: (+62 361) 472 7325 
Email: partner@ihzalawfirm.com I website: www.1hzalawfirm.com 



ca Ion peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1 % dari total suara 

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU 

Provinsi/Kabupaten/Kota. 

35. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh

Termohon adalah sebesar 377.765 suara, sehingga perbedaan perolehan suara

yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak

1 % x 337. 765 suara (total suara sah) = 3.378 suara. Bahwa berdasarkan data

Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1

sebesar 175.976 suara.

36. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor

Urut 1 tersebut di atas dikarenakan terdapat pelanggaran berupa tidak

terpenuhinya Persyaratan Calon Kepala Daerah, yang akan Pemohon uraikan

secara lengkap di dalam Pokok Permohonan.

37. Bahwa Pemohon menyadari selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon

Nomor Urut 1 lebih dari ambang batas maksimal, akan tetapi jika ditinjau dari

beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis maka akan

ditemukan Mahkamah Konstitusi dapat menunda pemberlakuan ketentuan Pasal

158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam

Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat

bahwa " [3.1 OJ ... Mahkamah harus menqesampinqkan keberlakuan

persvaratan formil terkait denqan kedudukan hukum Pemohon

sebaqaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undanq-Undanq Nomor

10 Tahun 2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a

quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undanq-Undanq Nomor 10 Tahun

2016 haruslah dikesampinqkari'.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam

Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat

bahwa : "[3.8.5] ... Mahkamah menemukan indikasi adanya

pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan

suara pasangan ca/on untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran

pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk
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Walikota dan Wakil Walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan 

Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian 

persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon." selanjutnya 

ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan 

: "Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk mene/iti kebenaran dokumen persyaratan ca/on sebagaimana 

dimaksud da/am Pasal 20 sampai dengan Pasal 33'. 

56. Bahwa setelah pendaftaran pada Pihak Termohon terdapat tahapan tanggapan

masyarakat dimana masyarakat telah mengajukan tanggapan yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Ors. Edi Damansyah, M.Si., tidak memenuhi

persyaratan calon dan meminta kepada Termohon untuk menyatakan Drs. Edi

Damansyah, M.Si., tidak memenuhi syarat calon.

57. Bahwa Pemohon menilai Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran

dokumen persyaratan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi

Solihin khususnya terhadap FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

tidak diteliti kebenarannya oleh Termohon sehingga pasangan calon atas nama

Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin tetap diloloskan sebagai

pasangan calon peserta padahal pernyataan yang dibuat dalam formulir

tersebut adalah tidak benar. Pada faktanya Drs. Edi Damansyah, M.Si. sudah

menjabat jabatan Bupati yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan atau 2

(dua) periode, hal ini didasarkan kepada Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023

tanggal 28 Februari 2023, termaktub dalam pertimbangan hukum pada

halaman 50 sebagai berikut

"O/eh karena itu, me/a/ui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa 

yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah 

a tau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang 

telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif 

maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon''. 

58. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

menyatakan "Tahapan penelitian persyaratan administrasi ca/on sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi

ca/on; b. perbaikan persyaratan administrasi ca/on; dan c. penelitian perbaikan

persyaratan administrasi ca/on'� Dengan demikian apabila Termohon betul­

betul melaksanakan prosedur ta ha pan penelitian persyaratan administrasi calon

dengan benar, maka tentulah Termohon akan menyatakan Pasangan Calon

atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
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Kutai Kartanegara Tahun 2024. 

B. PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ADALAH SALAH

KARENA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR

1131 TAHUN 2024 CACAT SUBSTANSI YAITU BERTENTANGAN

DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

59. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran pada Termohon, Drs. Edi Damansyah,

M.Si. sebagai salah satu Calon Bupati yang berpasangan dengan H. Rendi

Solihin sebagai Calon Wakil Bupati, telah menandatangani dokumen

persyaratan yang telah diserahkan kepada Termohon yakni berupa FORMULIR

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yakni SURAT PERNYATAAN CALON

GUBERNUR/WAKIL GU BERN UR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN

WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA yang menerangkan bahwa dirinya "be/um

pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, WakJ/ Bupati,

Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan

yang sama untuk Ca/on Gubernur, Ca/on Waki/ Gubernur, Ca/on Bupati, Ca/on

Waki/ Bupati, Ca/on Walikota, dan Ca/on Wakil Walikota ';·

60. Bahwa FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yang disertakan

pasangan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai salah satu

persyaratan tidak dilakukan verifikasi kebenarannya secara cermat dan teliti

oleh Termohon menurut fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m, Pasal 20 ayat (2) huruf a, dan Pasal 112

ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 secara tegas mewajibkan

Pasangan Ca Ion memenuhi syarat belum pernah menjabat jabatan yang sama

2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana yang dituangkan dalam FORMULIR

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, serta KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

dalam hal ini Termohon wajib untuk melakukan verifikasi kebenarannya secara

cermat dan teliti.

61. Bahwa sekalipun terdapat keberatan-keberatan dari Pemohon, bahkan sejak

awal masa pendaftaran, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya

Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH.MH. dan Alif

Turiadi, SE., telah mengingatkan secara tertulis kepada Termohon untuk

melakukan penelitian/verifikasi secara benar dan teliti terkait dengan syarat

Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang tidak memenuhi

syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang secara 

spesifik menguji Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh 

Drs. Edi Damansyah, M.Si. 

62. Bahwa terkait dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana

disebutkan di atas, akhirnya membuat sebagian masyarakat Kabupaten Kutai

Kartanegara beberapa kali telah melakukan aksi demonstrasi / unjuk rasa untuk

menolak Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan

Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

63. Bahwa Pemohon sendiri melalui Surat Tim Hukum Dendi Suryadi, SH. MH. -Alif

Turiadi, SE. Nomor: 01/Sur/TIM-DEAL/VIII/2024, Perihal Permohonan

Keberatan, tertanggal 29 Agustus 2024 ('Surat Nomor 01/Sur/TIM­

DEAL/VIII/ 2024") tel ah mengajukan keberatan kepada Termohon namun

tetap tidak mendapat tanggapan semestinya dan tidak ada tindak lanjut dari

Termohon untuk menanggapi keberatan Pemohon. Termohon tetap

menetapkan Pasangan Drs. Edi Damansyah M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai

Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024.

64. Bahwa apabila mengacu kepada fakta hukum yang ada dan putusan Mahkamah

Konstitusi, Drs. Edi Damansyah, M.Si. tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan

sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2024, karena Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah,

M.Si. telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2

(dua) kali masa jabatan dibuktikan periodisasi jabatan sebagai berikut :

Tabel 2 

(Periode, Jabatan, Masa Menjabat Drs. Edi Damansyah, M.Si.) 

Periode Jabatan Masa Keterangan 

Menjabat 

2016 - Pelaksana 10 Bulan 3 Hari PERIODE 

2021 Tugas (Pit) (9 April 2018 s/d PERTAMA 

Bupati Kutai 13 Februari Total masa jabatan 

Kartanegara 2019) adalah 2 Tahun 10 

Bulan 12 Hari 
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penghitungan masa jabatan yang diatur Pasal 7 ayat (2) UU 1012016. Padahal 
dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang 
menaungi masing-masing pasal, }etas terlihat bahwa "penghitungan mas a jabatan" 
yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang 
berbeda" (Paragaf 1 ). 

"O/eh karena itu, berkaitan dengan persoalan inkonstitusiona/itas yang didalilkan 
para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan relevansi untuk memaknai Pasal 7 
ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan "2 (dua) kali 
masa jabatan" dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 
162 ayat (1) dan ayat (2) UU 1012016" ... (Paragraf 3). 

Berkenaan dengan ha/ di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 1012016 sebagaimana 
pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, 
dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam ha/ 
gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meningga/ dunia; b. permintaan 
sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala 
daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan 
wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung 
dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat 
(7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi
wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak
dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya
kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara
langsung dan nyata dengan surat keputusan danlatau pelantikan yang
mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan".

69. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 129/PUU-XXll/2024,

Mahkamah kembali menegaskan posIsInya dalam pertimbangannya

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2/PUU-XXl/2023 sebagai berikut :

"[3.13] Menimbang bahwa mela/ui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU­
XXl/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n 
UU 1012016 menyatakan, " . . .  kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung 
satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dija/ani setengah a tau /ebih dari masa 
jabatan kepala daerah. O/eh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu 
menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani 
setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang 
telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat 
sementara, . . .  " (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXl/2023 
paragraf [3.13.3])". 

70. Bahwa pertimbangan Mahkamah di atas seharusnya wajib ditaati dan

ditindaklanjuti dengan membuat aturan tentang tata cara perhitungan masa

jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah melaksanakan tugas dan

wewenang dalam jabatan tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.

129/PUU-XXll/2024, Mahkamah selengkapnya berpendapat:
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Ca/on Waktl Gubemur, Ca/on Bupatt� Ca/on Waki/ Bupatl Ca/on Walikota, 

dan Ca/on Wakil Walikota .. . ".

75. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU RI

Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "be/um pernah

menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 { dua} kali masa jabatan dalam

jabatan yang sama untuk Ca/on Gubemur, Ca/on Waki/ Gubemur, Ca/on

Bupatt� Ca/on Waki/ Bupatl Ca/on Walikota, dan Ca/on Waki/ Walikota". Dengan

demikian merujuk ketentuan di atas, Ors. Edi Damansyah, M.Si., telah secara

nyata dan terang benderang tidak memenuhi syarat calon dan pencalonan

kepala daerah.

76. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

menyatakan, "Syarat be/um pemah menjabat sebagai Gubernur, Waki/

Gubemur, Bupatl Waki/ Bupatl Walikota dan Waki/ Walikota selama 2 (dua)

kali masa Jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan

a ... 

c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah

sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif

maupun penjabat sementara;

d. 2 {dua} kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:

1. telah 2 {dua} kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2.

telah 2 {dua} kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut;

atau 3. telah 2 {dua} kali dalam jabatan yang sama di daerah yang

sama a tau di daerah yang berbeda ... ':

Bahwa dengan demikian masa jabatan yang dihitung tidak dibedakan antara 

jabatan sementara maupun jabatan definitif. 

77. Bahwa dengan menghubungkan ketentuan norma di atas dan penegasan oleh

empat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas,

maka dapat disimpulkan maksud dari syarat "be/um pemah menjabat sebagai

Gubernur, Waki/ Gubernur, Bupatl Wakil Bupatl Walikota, dan Waki/ Walikota

selama 2 (dua) ka/i masa jabatari' adalah belum pernah menjalani 2 (dua) kali

periode masa jabatan baik jabatan definitif maupun penjabat sementara. Baik

itu yang dijalani 2 (dua) kali periode penuh selama 5 (lima) Tahun, ataupun 2

(dua) kali periode setengah lebih dari masa jabatan (lebih dari 2 (dua) Tahun
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(halaman 5-6), pada pokoknya menyatakan bahwa 

• Bahwa yang dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara

pemilihan adalah pasangan yang ttdak ditetapkan oleh Komisi

Pemilihan Umum sebagai pasangan ca/on Gubernur dan Wakil

Gubernu0 Bupati dan Waki/ Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ... ;

• Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat merupakan pasangan yang

telah ditetapkan o/eh Termohon Kasasi (Termohon) sebagai

pasangan ca/on Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;

• Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak

mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam

sengketa ini,·

104. Bahwa oleh karena itu Judex FactiTingkat Pertama dan Judex Juris Mahkamah

Agung menolak untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam putusannya,

padahal telah jelas Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131

Tahun 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama Ors. Edi

Oamansyah, M.Si., dan H.Rendi Solihin adalah salah dan tidak sah. Berdasarkan

uraian di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili terkait dengan

persyaratan calon dan keabsahan pencalonan Ors. Edi Oamansyah, M.Si., dan

H. Rendi Solihin. Pemohon memohon juga agar Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi menjatuhkan putusan agar penetapan Pasangan Calon Nomor Urut

1 atas nama Ors. Edi Oamansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin adalah salah dan

tidak sah dikarenakan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk membatalkan Pasangan

Calon Nomor Urut 1 atas nama Ors. Edi Oamansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin

serta menyatakan SK Penetapan KPU Kutai Kartanegara menyangkut

Pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ors. Edi Oamansyah,

M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat.

F. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI

KARTANEGARA NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH,

M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN TIDAK MEMENUHI SYARAT

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (2) HURUF N

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 SEHINGGA PASANGAN

NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H.

RENDI SOLIHIN HARUS DIDISKUALIFIKASI DAN DILAKUKAN

PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DENGAN HANYA MELIBATKAN

PASANGAN NOMOR URUT 2 ATAS NAMA IR. AWANG YACOUB
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LUTHMAN, M.M., M.SI. DAN AKHMAD ZAIS, S.SOS., SERTA PASANGAN 

NOMOR URUT 3 ATAS NAMA DENDI SURYADI, SH. MH. DAN ALIF 

TURIADI, SE. 

105. Bahwa dari uraian sebelumnya telah menjadi terang benderang bahwa Ors. Edi

Oamansyah, M.Si., telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara dua (2)

kali masa jabatan atau 2 (dua) periode sehingga tidak memenuhi ketentuan

Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

106. Bahwa oleh karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan

adalah pasangan calon maka ketika Ors. Edi Oamansyah, M.Si., sebagai calon

Bupati Kutai Kartanegara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

maka pasangan calon wakil bupatinya, yakni H. Rendi Solihin harus pula

dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Kutai

Kartanegara Tahun 2024.

107. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024,

tanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1

atas nama Ors. Edi Oamansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus dinyatakan

batal demi hukum.

108. Bahwa konsekuensi lanjutannya ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai

Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan

dan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Ors. Edi Oamansyah, M.Si., dan H.

Rendi Solihin harus pula dinyatakan batal demi hukum.

109. Bahwa karena hasil pemilihan dan perolehan hasil akhir suara merupakan

resultante dari Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Ca Ion Nomor

Urut 1 atas nama Ors. Edi Oamansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, maka Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun

2024 tertanggal 6 Desember 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama

Ors. Edi Oamansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan batal

demi hukum.
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